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ABSTRAK

Hingga saat ini konflik di Papua menghadirkan kompleksitas masalah keamanan
yang mencakup keragaman etnis, budaya, isu historis, geopolitik, dan ketidakadilan
sosial yang mendalam. Wilayah ini, meskipun kaya akan sumber daya alam seperti
emas dan minyak, menghadapi tantangan berupa ketidakpuasan masyarakat lokal
terhadap kebijakan pemerintah pusat dan ancaman separatisme yang terus
berlangsung. Dalam upaya menangani ancaman tersebut, pemerintah Indonesia
mengesahkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia (TNI), yang memberikan kewenangan kepada TNI untuk menangani
ancaman terhadap kedaulatan negara, termasuk separatisme di Papua. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis penerapan UU TNI di Papua, mengidentifikasi
kendala yang dihadapi, dan mengevaluasi efektivitas pendekatan yang digunakan.
Metode penelitian yang diimplementasikan pada penelitian ialah penelitian hukum
normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan UU TNI di Papua telah
mengalami perkembangan signifikan, terutama sejak era Reformasi. Pendekatan
militeristik, seperti Operasi Nemangkawi, dinilai efektif dalam menekan aktivitas
separatis, tetapi sering kali memperburuk hubungan antara pemerintah pusat dan
masyarakat Papua, terutama karena adanya pelanggaran hak asasi manusia yang
dilaporkan. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, pendekatan pemerintah
mulai beralih pada pembangunan infrastruktur, seperti Jalan Trans-Papua, untuk
mengurangi isolasi dan ketegangan sosial. Namun, penelitian ini menekankan
perlunya pendekatan yang lebih holistik, menggabungkan kekuatan militer dengan
dialog dan diplomasi yang inklusif. Pendekatan ini diperlukan untuk menciptakan
stabilitas yang berkelanjutan, mengatasi ketidakadilan historis, dan memperbaiki
hubungan antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat.

Kata Kunci: Papua, TNI, separatisme, hak asasi manusia, pembangunan



ABSTRACT

The conflict in Papua continues to present complex security challenges
encompassing ethnic and cultural diversity, historical and geopolitical issues, and
profound social injustices. This region, although rich in natural resources such as
gold and oil, faces ongoing challenges, including local dissatisfaction with central
government policies and the persistent threat of separatism. To address these
threats, the Indonesian government enacted Law No. 34 of 2004 concerning the
Indonesian National Armed Forces (TNI), granting TNI the authority to handle
threats to national sovereignty, including separatism in Papua. This study aims to
analyze the implementation of the TNI Law in Papua, identify the challenges faced,
and evaluate the effectiveness of the approaches employed. The research utilizes a
normative legal method. The findings reveal that the implementation of the TNI Law
in Papua has undergone significant developments, particularly since the Reform
Era. Military approaches, such as Operation Nemangkawi, have proven effective
in suppressing separatist activities but often exacerbate tensions between the
central government and the Papuan community, particularly due to reported
human rights violations. Under President Joko Widodo's administration, the
government's focus shifted toward infrastructure development, such as the Trans-
Papua Highway, aimed at reducing isolation and social tensions. However, the
study highlights the necessity of a more holistic approach that integrates military
strength with inclusive dialogue and diplomacy. Such an approach is essential for
achieving sustainable stability, addressing historical injustices, and improving
relations between the Papuan people and the central government.

Keywords: Papua, TNI, separatism, human rights, development
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